BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR Z& TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 66};
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajpk Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
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Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah  Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lombok Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat/Pegawai Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi
adalah pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana
pemungut pajak dan retribusi yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperiuan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampal kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetoran.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya
disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggarari.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan
retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran
dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung
jawab kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah
dan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan
pemungutan pajak dan retribusi.
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BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 3

Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana
Pemungut Pajak dan Rertibusi sesuai dengan tanggung
jawab masing-masing.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} secara
proporsional dibayarkan kepada:

a. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana
Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung
jawab masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

d. Pemungut PBB P2 pada tingkat desa/kelurahan dan
kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana
pemungut pajak.

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

Paszal 4

Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi
dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

Capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi
perjenis Pajak dan Retribusi sampai dengan:

a. triwulan I (satu} mencapai 15% (lima belas perseratus);

b. triwulan II (dua] mencapai 35% (tiga puluh lima
perseratus);

c. triwulan 1[I (tiga)] mencapai 70% (tujuh puluh
perseratus); dan

d. triwulan IV (empat) mencapai 100% (seratus perseratus).

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. capaian realisasi pemungutan;
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b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat
Daerah pemungut;

c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi kepada Perangkat
Daerah Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

(5} Dalam hal target realisasi suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja
triwulan yang ditentukan.

(6} Dalam hal target realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai,

tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 5

Insentif bersumber dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi
yang telah dibukukan dalam rekening penerimaan kas daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 6

Penganggaran Insentif sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana
penerimaan Pagjak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan yang
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besarnya pembayaran Insentif sebesar 5% (lima perseratus) dari
réncana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi dalam tahun
anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Besarmya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d untuk setiap



triwulannya dikelompokkan berdasarkan rencana penerimaan
Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a dan huruf d serta besarnya pembayaran Insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAR III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal ©

(1}  Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi
menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau
Retribusi pada DPA Perangkat Daerah masing-masing.

(2)  Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dikelompokkan
kedalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan ASN, obyek
belanja pemungutan pajak serta rincian obyek belanja Insentif
pemungutan Pajak

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi dikelompokkan
kedalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan ASN, obyek
belanja pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja
Insentif pemungutan Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir
tahun anggaran telah tercapai 100% (seratus perseratus} atau
terlampaui pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif
triwulan IV dibayarkan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pembayvaran Insentif dilakukan sesuai dengan
ketentuan pengelolaan keuangan daerah.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, Z :Ceffem&r 2092

BUPATI LOMBOK TENGAH,f’

gt

/ H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal, 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR



